Bila dokter telah mendapatkan persetujuan pasien untuk mengakses
data riwayat pengobatan sebelumnya, maka dokter harus memasukkan lagi
username dan password yang harus dimintakan ke BPJS Kesehatan. Untuk
mendapatkan username dan password maka setiap dokter harus

menyertakan pakta integritas yang diketahui oleh pimpinan klinik.

PAKTA INTEGRITAS
USER LOGIN APLIKASI BPJS KESEHATAN
(PCARE/ICAREMORBILE JKN FASKES)

Saya.yang bertanda tangan. di bawah ini.
Mama Lenakap. :
Jabatan,
Mama FETP
1. Bglugas entd pelgyanan pada anlkasi BPJS Kesshatal adalah sebanai berkut..

Mo Mama Alamat Email No karty Masa Penueasan Hak Akses Apljkasy
Petugss || yangValid BPJS [TMT - TAT) (Bsare/ICars/M KN
Faskes)
2
]

2. Dalamy menggunakan vssrJogin untuk. mefakukan, endn data pada. aplikasi BPJS
mALSUn menguniungkan piak-pihak yang terkait sefa idak memilikl potensl benfuan
kepentingan (comiict of inierest) fermasuk dengan. selurub pihak vang tedibat dengan
tindakan di atas.

3. Dalam wakiy, 124 jam gkan -melapaiean. ke BPJS Kesehaian, apahila terdapad
hubungan kena.

4. Bakia [nfegritas inl dibuat dengan sebenacbenamya tanpa menyempunyikan, fakia dan
hal material apapun.dan. saya bedtanggupg jawab sepeouhnya atas kebenacan dad hal:
hal vang saya nyatakan. di sini Demikian pula akap bersedia. bertanggung jawah. balk
secara hukum apapila pernyaiaan, ini tidak sesual dengan kenyalaan, sehenamya.

Demikian. Pakta Integritas inl sava tanda tanoan] untuk digunakan sebagaimana mestingg

Semarang, ......... peeme 023

Yang Menandatangani

Gambar 6. Pakta Integritas
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Hasil wawancara dengan 3 dokter umum dan 3 dokter gigi yang berpraktek
di Klinik Pratama Sandjojo Sehat pada saat penelitian ini dimulai hanya satu
dokter umum dan satu dokter gigi yang sudah tahu dan memiliki akses terhadap
I-Care. Ke empat dokter lainnya belum memiliki akun /-Care dan tidak tahu
tentang /-Care serta manfaat dari /I-Care. Dua dokter yang sudah memiliki akses
I-Care mendapatkan sosialisasiinformal di Klinik Pratama Sandjojo Sehat dan
tidak setiap hari-membuka /-Care. Kendala yang sering didapatkan adalah
koneksi internet yang tidak stabil dan fitur yang kurang responsif atau sering
error. Menurut dokter dokter yang sudah memanfaatkan /-Care, fitur ini sangat
membantu dokter- dalam-memberikan pelayanan -kesehatan kepada pasien.
Beberapa saran dari dokter yang sudah membuka /-Care adalah agar dokter di
faskes rujukan mengisi rekam medis elektroniknya secara lengkap, sehingga
data yang muncul di /~Care juga menjadi lengkap. Apabila dokter di Klinik
Pratama Sandjojo Sehat membuka 7-Care pada pasien- pasien dengan riwayat
dirujuk ke rumah_sakit rujukan, ternyata sebagian besar dokter di fasilitas
kesehatan rujukan hanya menuliskan 'diagnosis saja sedangkan pada bagian
pengobatan sebagian besar tidak menuliskan pengobatan yang sudah diberikan
dan juga kolom pemeriksaan penunjang hampir semua kosong seperti contoh
gambar 7 di bawah, sehingga harapan akan kesinambungan data baik di FKTP
maupun FKRTL tidak tercapai:
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Riwayat Pelayanan
No Tanggal JanPal | Foskes Podi Diognosa Obat
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Diagnostic Rodiology

Diognostic Other

Diagnaostic Surgical Pathology

Diagnostic Exam

Gambar 7. Rekam medis dalam /-Care pasien yang mendapatkan
pelayanan rujukan di Rumah Sakit

Dari 25 data rekam medis-/-Care yang diteliti 12 pasien hanya berobat
kefasilitas kesehatan primer, dan 13 pasien memiliki riwayat dirujuk ke fasilitas
kesehatan lanjutan seperti Rumah Sakit. Data rekam medis pasien yang berobat
di faskes primer semuanya terisi dengan lengkap. Data dari 13 pasien yang
dirujuk ke rumah sakit 11 rekam medis hanya diisi dengan diagnosis tanpa
pengobatan, hanya 2 yang menuliskan diagnosis dan pengobatan yang sudah
diberikan dan kolom pemeriksaan penunjang kosong semua. Ini berarti 85% dari
rekam medis elektronik dari rumah sakit rujukan hanya berisi data diagnosis

saja.
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Wawancara dengan staf IT Klinik Pratama Sandjojo Sehat akses
terhadap /-Care ini sebenarnya tergolong sangat mudah, dan kendala teknis
hampir tidak ada kecuali kendala koneksi internet. Sebagai catatan koneksi
internet Klinik Pratama Sandjojo Sehat tergantung dari koneksi jaringan wifi di
kampus Soegijapranata Catholic ‘University BSB Semarang. Apabila ada
masalah dengan internet di kampus SCU maka akan terganggu pula koneksi
internet di klinik.: Keamanan data dan perlindungan data pasien di dalam /-Care
ini baik, dengan didahului pertanyaan apakah pasien setuju apabila dokter
membuka riwayat pengobatan pasien. Perlu ditambahkan fitur. biometric untuk
memberlakukan sistem pengendalian dimana user yang dapat melakukan akses
benar-benar dokter'yang pada’saatitu terjadual. Pembaruan tampilan atau User
Interface (Ul)meliputi tampilan visual, tata letak dan user experience (UX) atau
kemudahan dalam penggunaan, proses login mudah dan kecepatan sistem,
sosialisasi serta pelatihan perlu dilakukan secara berkala.

I-Care tidak bisa dibuka pada hari berikutnya apabila rekam medis
elektronik pasien yang berobat hari itu sudah pada posisi ditutup, ini berarti
pembukaan [-Care hanya -bertujuan.untuk memberikan data medis untuk
kepentingan pelayanan kesehatan pasien.

Di Klinmik Pratama Sanjojo Sehat belum ada regulasi internal yang
mengatur , penggunaan /-Care-dan_juga belum ada pelatihan internal untuk
penggunaan /-Care_ini, sehingga penggunaan [-Care.masih terbatas pada
beberapa dokter yang sudah.memiliki akses-saja.

Username dan password untuk mengakses /-Care memerlukan waktu
dua minggu, sehingga apabila ada pergantian dokter di Klinik, menyebabkan
dokter baru harus menunggu untuk mendapatkan akses untuk membuka /-Care.

Dari 15 kuesioner kepuasan pasien yang berobat di Klinik Pratama
Sandjojo Sehat menunjukkan bahwa 6 responden menyatakan mudah untuk
mendapatkan pelayanan dan 9 responden menyatakan sangat mudah untuk
mendapatkan pelayanan di Klinik Pratama Sandjojo Sehat. Kecepatan
mendapatkan pelayanan, 7 responden menyatakan cepat mendapatkan pelayanan

dan 8 menyatakan sangat cepat untuk mendapatkan pelayanan. 10 responden
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menyatakan kualitas pelayanan di Klinik Pratama Sandjojo Sehat berkualitas

dan 5 responden lainnya menyatakan sangat berkualitas dan tidak ada yang

menyatakan kurang berkualitas.

dengan BPJS Kesehatan adalah penggunaan /-Care harian yang minimal 80%
dari jumlah kunjungan harian pasien BPJS Kesehatan. Dari data monitoring dan
evaluasi faskes primer BPJS Kesehatan kota Semarang pada bulan Februari
2025, masih banyak faskes primer yang belum memanfaatkan /-Care, dan yang

sudah memanfaatkan juga belum memenuhi target BPJS Kesehatan sebesar 80%

Salah satu bahan evaluasi untuk melakukan perpanjangan kerjasama

dari total kunjungan pasien'BPJS Keschatan seperti-ditunjukkan dalam table di

bawah ini.
Sl PEMANFAATAN'1-GAREJKN
[KodeFRTP| Nama FKTP | Apr-24|May-24 1un B4 sul:
1730004 |Klinik SHak 1t 1o 1ses |Klinik Pratama P ol hof o o 0 o o
1730802  [Klinik g1 W v 4 Klinik Pratama h (¥ 0 0| 0 0 0
1730803 [BKSersw a » + 0 o~~~ dinikPratame | | of ol o ol o
1730805 |Klinkve Klinik Pratama o ol o 0 o
1730806 [Klinik L. . f Klinik Pratama 0] o oN o of o
1730807 KllrlikEil\'»'n.anﬁlg Klinik Pratama 0 o ofN o 0 0
01738013 |Klinik PHir+ ¢ Klinik Pratamia 0 | o o o o
01738016 _|Kunk Raii| | ik Pratama - 8] 2 508|300
01738017 |KlinikSeh= 4 o |KlinikPratama 0 0 0 0
01738024 |Klinik Dl # .; ' {Ktinik Pratama 112 491 20| 84 138 &7 59 0
01738026 < |Klinik 244 | Klinik Pratama \ ol o o o
01738029 [Klinik Gusgpe+=y. o [Klinik Pratama_— 8464l 33af 408~ 7 43 27 B C 98 39
01738030 |Klinik Poviey ; Klinik Pratama 4 2 « 3 203 208
| 01738033 [KlinikKigr 1 Weiisssieilit_[Klinik Prawama o0\ o o0 V}] 0 r 1 17
01738035 [Kiimikss Kiinik Pratama o N o of o7 o 5y 0 0
01738045 _|Klinik (= Kiinik Pratama 1 155) 05| <74 210, 481] 273 264 245 93
01738047 Klmikhmn;h T Klinik Pratama =0 0 0 4) 5 tl 1 34] 127 185
01738046 |Klinik Alyse e 7, |KiinikPratama 0] Z_ 0 0| 12| (9 8 o 0o 50 80
01738050 KlinikPayl_,m::i'::; Klinik Pratama N 11 sl 27} e 7] aa a0 o7
01736051 [KunikAngy " |Klinik Pratama 00 o o ] T | [T
01738054 |Klinik Prawne,  , , 1, Kiinik Pratama sk M| o [l ol o 1 s 0
01738058 [KUnlk Mithn w iy, |Klinik Pratama | 127 " 183) 142) _4poa0apa90) 4| 97 101) 94 91 63
01738060 _|Kinik Aty inik Pratama 00 o o of ol o o o o
0173B073 [KIinik Ay my i Klinik Pratama T L of ol o o o o
01738074 minnﬁly . 3___1"___ IKtinik Pratama - 0 0 1 1| s & 2 2 7 5
01738076 |KiinikSttw v, . |KlinkPratara 3 6 71 13 s 8] 3] s 21 25 27
01738077 _|Kiimik Aty , | " Klinik Pratama bﬁ of o o s e a5 108 75| 69 7o
01738076 |Klinik Less b | ™ Klinik Pratama 2 o 3l of o of of of of o 45 248
01738081 [KinikPe? * ™™ " Iiiinik ratama ol o of o 3 13 w o of o 0 0|
01738082 |[Klinik Cithss Klinik Pratama 1 4 ol 5| & 44 43 93] s 83 120
o~ 01738083 [Kinik Pratdl | " i 4 subeth _[Klinik Pratarna o 1 we e[ o s se] w0 93 o4 74 I%
! 1] [©

Gambar 8. Pemanfaatan /-Care diberbagai klinik Pratama di kota Semarang
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DIPERLUKAN KOMITMEN UNTUK:

Y Peningkatan jumiah pemanfaatan i-Care JKN oleh dokter

v Akses data i-Care secara rutin dan kontinyu, dengan status setuju inform consent setiop hari sehinggo tercapal > 80% AKSES
HARIAN PER BULAN.

Gambar 9. BPJS Kesehatan Kota Semarang pada pertemuan Monitoring dan
evaluasi bulan Pebruari 2025 meminta komitmen FKTP untuk pemanfaatan /-
Care

B. Pembahasan
1. Pengaturan Hak akses dokter terhadap /I-Care Program Jaminan

Kesehatan Nasional untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang
bermutu

Pengaturan hak akses dokter terhadap /-Care dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah-satu instrumen penting untuk
mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. /~Care yang dikembangkan
oleh BPJS /Kesehatan berfungsi sebagai media integrasi data riwayat
pelayanan kesehatan peserta JKN, sehingga dapat diakses oleh tenaga medis,
khususnya dokter, pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.
Dengan adanya-akses—tersebut, dokter-memiliki sumber informasi yang
komprehensifimengenai rekam medis pasien, meliputi diagnosis, tindakan
medis, hingga obat yang telah diberikan sebelumnya

Hak ‘akses dokter terhadap /—Care-tidak hanya berkaitan dengan

aspek  teknis pelayanan, < tetapi juga menyangkut. aspek hukum dan
perlindungan hak pasien. Dalam konteks Program JKN, pengaturan hak akses
ini harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas agar dapat menjamin
terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, sekaligus melindungi

kerahasiaan data pasien.
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a. Landasan Hukum Hak Akses Dokter terhadap I- Care

Pengaturan hak akses dokter terhadap /~Care memiliki landasan yuridis

yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa ‘“Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan-sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.” Pasal 28 H ayat (1) ini merupakan dasar
konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh
hak atas derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal tersebut tidak
hanya ~menegaskan ~hak individu atas keschatan, tetapi juga
menempatkan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM)
yang dijamin oleh negara. Dengan demikian, negara berkewajiban
untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses
pelayanan kesehatan yang layak, adil, dan bermutu tanpa diskriminasi.
Makna' “berhak memperoleh pelayanan kesehatan dalam Pasal 28H
ayat (1) mengandung-dimensi-hak-sosial dan tanggung jawab negara.
Dalam dimensi sosial, hak atas pelayanan kesehatan menunjukkan
bahwa setiap-individu~ berhak--atas-sistem-kesehatan' yang  mampu
melindungi, memelihara, dan meningkatkan Kesehatannya. Sementara
dalam dimensi tanggung. jawab negara; ketentuan ini mengharuskan
pemerintah untuk mengembangkan kebijakan, regulasi,’dan program
yang menjamin‘ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan
kesehatan bagiseluruh lapisan masyarakat.
Pasal 34 ayat (2) ‘“‘Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
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Pasal 34 ayat (2) dan (3) menjadi dasar bagi penyelenggaraan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. Ketentuan ini
menegaskan bahwa: Negara wajib mengembangkan sistem jaminan
sosial yang mencakup perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi
yang dihadapi warga negara, seperti sakit, kecelakaan kerja, kehilangan
pekerjaan, atau hari tua; penyelenggaraan jaminan sosial bersifat
universal, “mencakup  seluruh rakyat tanpa diskriminasi, dan
dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan sosial, Negara memiliki
tanggung jawab aktif dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas umum yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak
sosial warga negara. Pasal ini-kemudian. menjadi landasan hukum
utama lahirnya:/ Undang—Undang ‘Nomor 40. Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nemot
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),

yang menjadi dasar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)/di bawah pengelolaan BPJS Kesehatan.

2) Undang—-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN)

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan
bahwa tujuan SJSN..adalah-——memberikan jaminan terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup yang layak-bagi setiap peserta dan/atau anggota
keluarganya.  Salah . satu bentuk > implementasinya adalah
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
memungkinkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan
secara komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 19 menegaskan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan
secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas,
untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip

asuransi sosial menekankan tiga hal utama: gotong royong dimana
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peserta yang sehat membantu membiayai peserta yang sakit; peserta
dengan penghasilan tinggi membantu peserta berpenghasilan rendah,
setiap warga negara wajib menjadi peserta agar sistem berjalan secara
berkelanjutan, dana dikelola secara nirlaba, dengan tujuan sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan peserta, bukan untuk keuntungan

lembaga penyelenggara

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 6 menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan diberi kewenangan
untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Dalam
pelaksanaannya BPJS Kesehatan ‘mengembangkan-sistem informasi
guna mendukung pengelolaan data peserta dan penyediaan pelayanan
kesehatan. /-Care dikembangkan untuk melengkapi P Care untuk
mengintegrasikan data” pelayanan keschatan di berbagai fasilitas
kesehatan -yang melibatkan tenaga kesehatan sebagai pihak yang
memiliki hak akses..data untuk” kepentingan medis peserta BPJS
Kesehatan.

Hak akses dokter terhadap [—Care menjadi salah satu bentuk
konkret dar1 pelaksanaan tugas-BPJS Kesehatan dalam menjamin mutu
pelayanan, Dengan-akses.tersebut, dokter dapat: menghindari duplikasi
pemeriksaan danwpengobatan, .menentukan. diagnosis lebih akurat
berdasarkan’ riwayat medis. peserta, melakukan Koordinasi rujukan
secara-efisien antar-fasilitas kesehatan, memastikan pelayanan yang

diberikan sesuai dengan kebutuhan medis peserta.

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
merupakan regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan
pembangunan kesehatan di Indonesia secara menyeluruh, termasuk

penguatan sistem pelayanan kesehatan, pemanfaatan teknologi
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informasi kesehatan, dan perlindungan hak pasien serta tenaga
kesehatan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi transformasi
sistem kesehatan nasional menuju pelayanan yang bermutu, efisien, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam Pasal 3 Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan
bahwa pembangunan = kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
meningkatkan perilaku sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan dan menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang
berkesinambungan bagi setiap ‘orang agar terwujud-derajat kesehatan
masyarakat yang-setinggi-tingginya. Tujuan tersebut tidak dapat
dicapai tanpa adanya -sistem informasi kesehatan yang kuat dan
terintegrasi, sebagaimana diatur pada bagian kedua tentang Tata Kelola
Sistem Informasi Kesehatan.

UU nomor 17 tahun-2023 tentang Kesehatan pada pasal 347
menyatakan-bahwa BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara sistem
informasi’ kesehatan wajib memastikan keandalan sistem informasi
kesehatan tersebut dengan cara.menjaga kerahasiaan data pasien dan
menentukan kebijakan hak akses data pasien. Pasal 351 menyebutkan
bahwa BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara sistem informasi
kesehatan wajib menjamin perlindungan data dan informasi kesehatan
setiap individu, dan-pemrosesan-data dan.informasi kesehatan pribadi
hanya dapat diakses.oleh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada pasien setelah-mendapatkan persetujuan dari pasien
tersebut. Dalam konteks /-Care, hal ini mengharuskan BPJS Kesehatan
dan fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa akses dokter terhadap
data pasien dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai kebutuhan

medis.
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5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi (UU PDP)

Undang—Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam sistem hukum
Indonesia yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap data
pribadi warga negara. UU ini lahir sebagai respon terhadap
perkembangan teknologi informasi yang pesat serta meningkatnya
risiko” kebocoran, penyalahgunaan, dan eksploitasi data pribadi,
termasuk data kesehatan yang bersifat sensitif.

Dalam™ konteks pelayanan kesehatan digital, UU PDP memiliki
hubungan yang erat.dengan - pengaturan “hak “akses dokter terhadap
I-Care yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan sebagai bagian dari
pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). /=Care
merupakan sistem elektronik yang menyimpan dan mengelola data
kesehatan pesetta JKN, termasuk riwayat-pengobatan, diagnosa, serta
resep obat yang diakses oleh tenaga kesehatan, terutama dokter, untuk
menunjang pengambilan keputusan medis yang cepat dan akurat.

Menurut Pasal 4 dijelaskan bahwa data pribadi terdiri atas data
pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Salah satu bentuk data pribadi
yang bersifat spesifik-adalah.data kesehatan. Ketentuan ini menegaskan
bahwa data kesehatan-termasuk-kategori data sensitif yang wajib dijaga
kerahasiaannya serta hanya boleh-diproses-oleh pihak yang berwenang
dan untuk tujuan yang sah.

Dalam konteks /—Care, dokter sebagai pihak yang memiliki hak
akses berperan sebagai “pemroses data pribadi” sesuai dengan Pasal 20
UU PDP, yaitu pihak yang melakukan tindakan terhadap data pribadi
atas nama pengendali data (dalam hal ini BPJS Kesehatan). Oleh karena
itu, setiap dokter wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data
pribadi, yaitu: pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara

terbatas dan sesuai dengan tujuannya, pemrosesan data dilakukan
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secara akurat, sah, dan transparan, data hanya digunakan selama
diperlukan dan tidak disebarluaskan tanpa dasar hukum yang jelas.

Dengan adanya UU PDP, hak akses dokter terhadap /-Care menjadi
terstruktur, terbatas, dan terawasi, di mana hanya dokter yang
menangani pasien bersangkutan yang dapat melihat data medis pasien
tersebut. Mekanisme ini merupakan implementasi dari prinsip “least
privilege” ‘dalam manajemen hak akses, sehingga setiap pengguna
sistem hanya memperoleh akses sesuai dengan perannya.

Penerapan UU PDP dalam konteks FCare juga memperkuat prinsip
akuntabilitas dan-keamanan data:dalam pelayanan kesehatan. BPJS
Kesehatan sebagai pengendali data wajib memastikan adanya sistem
keamanan yang memadai, termasuk enkripsi, autentikasi berlapis, serta
pencatatan aktivitas akses (audit trail). Hal ini sejalan dengan Pasal 39
ayat (1) UU PDP yang mewajibkan pengendali data untuk melindungi
dan mencegah terjadinya kegagalan dalam.perlindungan data pribadi.

Bagi’ Klinik Pratama Sandjojo, implementasi hak akses dokter
terhadap I—Care yang berlandaskan pada UU PDP menjadi bagian dari
upaya =mewujudkan - pelayanan—kesehatan =yang bermutu @ dan
berintegritas. Pelayanan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh
kualitas tindakan medis, tetapi juga oleh keamanan dan kerahasiaan
informasipasien/yang-dikelola-secara profesional. Dengan mematuhi
ketentuan, UU PDP, klinik dapat-memastikan bahwa seluruh proses
pelayanan digital berjalan dengan prinsip etika medis, kepatuhan

hukum;-dan perlindungan hak pasien.

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik ( UU ITE) kemudian diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun
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2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun
2008 tentang ITE

Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum utama bagi
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang—
undang ini mengatur mengenai pengakuan hukum terhadap dokumen
dan informasi eclektronik, tata kelolasistem elektronik, serta
perlindungan data dan keamanan informasi dalam ruang digital. Dalam
konteks pelayanan kesehatan modern, termasuk penggunaan /-Care
oleh dokter di fasilitas pelayanan kesehatan, ketentuan dalam UU ITE
memilikirelevansi yang sangat kuat, karena sistem informasi kesehatan
berbasis digital menjadi bagian integral dari pelaksanaan pelayanan
medis yang bermutu dan akuntabel.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum
yang lebih-adaptif, UU ITE telah mengalami dua kali perubahan, yaitu
melalui Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang—Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang
Nomor 11 Tahun 2008. Perubahan tersebut memperkuat aspek
perlindungan data pribadi, keamanan informasi elektronik, serta
tanggung jawab -penyelenggara—sistem elektronik, termasuk
penyelenggara layanan.. kesehatan digital seperti [/-Care yang
dikembangkan oleh.BPJS Kesehatan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE disebutkan bahwa
informasi-elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini
memberikan legitimasi hukum terhadap rekam medis elektronik dan
data pelayanan kesehatan pasien yang tersimpan dalam sistem /—Care.
Dengan demikian, data yang diakses oleh dokter melalui fitur tersebut
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan rekam medis
konvensional, selama dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa
penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem
elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap
beroperasinya sistem tersebut. Hal ini menjadi dasar bagi BPJS
Kesehatan sebagai pengelola /-Care untuk menjamin keamanan data
peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memastikan bahwa
sistem dapat diakses oleh dokter secara aman, cepat, dan sesuai dengan
hak akses yang telah ditentukan.

Dalam konteks hak akses dokter, ketentuan ini juga berarti bahwa
setiap dokter yang menggunakan /-Care wajib memahami dan
mematuhiprinsip kerahasiaan data pasien serta penggunaan informasi
secara bertanggung jawab. Dokter sebagai pengguna sistem memiliki
kewajiban untuk menjaga agar informasi kesehatan peserta JKN-tidak
disalahgunakan atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berwenang.
Ketentuan~inisejalan /dengan Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang
menyatakan bahwa penggunaan /setiap informasi melalui ‘media
elektronik yang menyangkut.data pribadi seseorang harus dilakukan
atas persetujuan yang bersangkutan.

Perubahan dalam Undang—Undang Nomeor I Tahun 2024 semakin
mempertegas  peran-.dan _tanggung  jawab /penyelenggara sistem
elektronik, dalam’ melindungi-data pribadi, meningkatkan keamanan
siber, serta memperkuat sanksi terhadap pelanggaran privasi digital.
Dalam konteks /~Care, perubahan ini menjadi dasar hukum yang lebih
kuat bagi penerapan manajemen hak akses berbasis peran (role-based
access control), di mana hanya dokter atau tenaga kesehatan tertentu
yang berwenang dapat mengakses data pasien sesuai dengan fungsinya
dalam pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, hubungan antara UU ITE dan hak akses dokter
terhadap /-Care tidak hanya sebatas aspek teknis penggunaan sistem
informasi kesehatan, tetapi juga menyangkut dimensi etis dan hukum

perlindungan data pribadi pasien. Melalui penerapan UU ITE dan
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perubahannya, pemerintah berupaya menjamin agar seluruh proses
pengelolaan informasi kesehatan dalam sistem JKN berlangsung
dengan prinsip akuntabilitas, keamanan, transparansi, dan perlindungan
hak asasi manusia.

Di Klinik Sandjojo, hak akses dokter terhadap I—Care
dilaksanakan melalui mekanisme autentikasi individu yang diberikan
oleh BPJS Kesehatan. Setiap dokter yang melayani pasien JKN
memiliki akun akses yang dilengkapi dengan pertanyaan tentang
persetujuan pasien untuk mengakses /informasi medis pasien untuk
melindungi informasi pribadi pasien tersebut.

Penerapan hak -akses /-Care di Klinik Sandjojo menunjukkan
dampak positif terhadap peningkatan mutu pelayanan. Berdasarkan
hasil wawancara, 'dokter. merasa lebih terbantu' dalam menegakkan
diagnosis karena dapat melihat riwayat pengobatan ‘pasien secara
lengkap. Selain itu, efisiens1 waktu pelayanan meningkat karena proses
pencarian data pasien dapat dilakukan dalam hitungan detik melalui

sistem /-Care.

b. Bentuk Pengaturan

Bentuk pengaturan hak-akses doktetr terhadap /-Care berupa peraturan-

peraturan teknis operasional.seperti
1) Peraturan, Menteri-Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam
Medis. Salah satu tujuan pengaturan rekam medis ini adalah untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Permenkes ini menegaskan
kewajiban setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk
menyelenggarakan rekam medis secara elektronik. Klinik Pratama
Sandjojo Sehat sudah menggunakan rekam medis elektronis sejak tahun
2024. Pasal 16 dan 17 menjelaskan bagaimana melakukan pengisian
informasi klinis. Pengisian Rekam Medis Elektronik dilakukan sejak
pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal. Kegiatan

penyelenggaraan rekam medis elektronik seperti pengisian informasi
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klinis dilakukan oleh tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan
seperti perawat, dokter dan dokter gigi dan pengisian informasi klinis
harus dilakukan secara lengkap dan jelas dan dilakukan setelah pasien
menerima pelayanan kesehatan. Dari Permenkes ini jelas bahwa setiap
dokter, dokter gigi maupun dokter spesialis di fasilitas pelayanan
rujukan atau Rumah Sakit memiliki kewajiban yang sama untuk
mengisi- rekam medis secara. lengkap, meskipun faktanya dalam
penelitian ini banyak dokter spesialis di fasilitas kesehatan rujukan
tidak mengisi rekam medis dengan lengkap. Pemerintah seharusnya
melakukan penguatan regulasiwagar setiap tenaga medis yang
memberikan pelayanan keschatan, membuat catatan di dalam rekam
medis elektronik/secara lengkap.

2) Perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan mensyaratkan beberapa
indikator kepatuhan agar kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS
dapat dilakukan. Dalam pertemuan monitoring dan evaluasi fasilitas
kesehatan primer dengan BPJS pada bulan Februari 2025, selain 6
indikator kepatuhan.yang meliputi pengelolaan rujuk balik pasien
BPJS, pakta integritas tenaga medis yang bekerja di klinik, pemanfaatan
sistem antrian online, tidak ada pungutan tambahan untuk pasien BPJS,
ada pelayanan telemedicine,-pengisian umpan balik terhadap fasilitas
pelayanan, kesehatan-..secara—online juga .disampaikan <bahwa
pemanfaatan /-Care harus mencapai 80% dari total kunjungan pasien
BPJS kesehatan 'setiap bulannya:. Bila belum tercapai maka BPJS
kesehatan kota semarang akan kembali mengingatkan komitmen
fasilitas kesehatan untuk dapat memenuhi target pemanfaatan /-Care

tersebut.
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2. Pelaksanaan hak akses dokter terhadap I-Care di Klinik Sandjojo dalam
Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mewujudkan pelayanan
kesehatan yang bermutu
a. Prosedur akses.

Dokter yang memiliki akses terhadap /-Care adalah dokter yang sudah
terjadwal untuk praktek di Klinik Pratama Sandjojo Sehat melalui Aplikasi
HFIS (Health Facilities Information System). HFIS adalah sistem informasi
fasilitas kesehatan yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk
mengelola dan memperbarui data fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja
sama dengan program-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Aplikasi HFIS
menjadi 'sarana pendataan, pembarnan, dan validasi informasi mengenai
faskes, tenaga kesehatan, sarana prasarana, serta jenis pelayanan yang
tersedia di setiap fasilitas keschatan. HFIS digunakan oleh BPJS Kesehatan,
Dinas Kesehatan dan Pengelola Fasilitas Kesehatan (FKTP/FKRTL) seperti
Puskesmas, Klinik Pratama,Rumah Sakit, dan-Dokter Praktek Perorangan.

Apabila‘dokter sudah masuk di dalam sistem aplikasi HFIS maka harus
didaftarkan ulang ke BPJS.Keschatan untuk mendapatkan username dan
password untuk dapat mengakses /-Care.

Pada saat dokter praktek di Klinik Pratama Sandjojo sehat melakukan
pelayanan. medis kepada-pasien,-maka dokter harus menggunakan rekam
medis elektronik yang digunakan-oleh klinik, dalam hal ini adalah aplikasi
Assist yang disewa daripihak ketiga. Apabila dokter yang akan memberikan
pelayanan membuka’ aplikasi Assist maka di dalam bagian Catatan
Pelayanan Pasien Terintegrasi (CPPT) ada kotak bertuliskan /-Care untuk
membuka fitur /-Care.

Apabila dokter hendak mengakses fitur /-Care ada kolom pertanyaan
apakah dokter sudah mendapatkan persetujuan pasien untuk melihat riwayat
kesehatan pasien. Bila pasien telah memberikan persetujuan maka dokter
baru dapat melihat riwayat kesehatan pasien melalui /- Care ini. Hal ini

sesuai dengan UU ITE pasal 26.
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Apabila sudah lewat hari pelayanan terhadap pasien tersebut dan
aplikasi Assist sudah dalam keadaan ditutup, maka dokter tidak dapat lagi
membuka riwayat pelayanan pasien tersebut melalui /-Care kecuali pasien
mendaftar lagi untuk mendapatkan pelayanan medis. Hal ini bertujuan untuk

melindungi keamanan dan kerahasiaan data pasien.

. Kendali mutu: Pemanfaatan /~Care dalam Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) merupakan bagian dari kebijakan transformasi digital
kesehatan yang _dirancang untuk ‘meningkatkan mutunlayanan melalui
ketersediaan informasi-medis_ lintas fasilitas. Melalui /-Care, dokter di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). dapat mengakses riwayat
pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan rujukan, sehingga proses
diagnosis, penatalaksanaan, dan tindak lanjut dapat dilakukan secara:lebih
tepat, efektif, dan berkesinambungan. Namun demikian, manfaat /~Care
sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang di-input oleh
dokter di fasilitas kesehatan rujukan. Apabila dokter di faskes rujukan tidak
mengisi rekam medis elektronik.secara lengkap, akurat, maka informasi
yang tersedia pada sistem /~Care menjadi tidak memadai. Kondisi ini
berdampak langsung pada dokter di faskes primer yang membutuhkan data
tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Akses terhadap /-
Care pada akhirnya menjadi-tidak-memberikan manfaat signifikan, karena
tidak ada’ informasi.. tambahan _yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan mutu pelayanan.

Kepatuhan . terhadap kelengkapan pengisian /-Care masih belum
mendapat perhatian dari pihak BPJS Kesehatan, sehingga faskes rujukan
seperti dokter spesialis di Rumah Sakit yang hanya mengisi kolom diagnosis
dan tidak mengisi kolom kolom lain yang berisi pengobatan, hasil
pemeriksaan penunjang dan tindakan lain yang sudah dikerjakan di Rumah
Sakit oleh dokter spesialis. BPJS hanya meminta dokter pemberi pelayanan
pada pasien di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk membuka /-Care,

namun belum menerapkan mekanisme kontrol agar dokter spesialis di
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fasilitas rujukan juga mengisi rekam medis elektronik dengan lengkap dan
jelas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
tentang Kesehatan, Pasal 173 menyatakan bahwa setiap fasilitas pelayanan
kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis dan pada pasal 296 juga
disebutkan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan wajib untuk membuat rekam medis.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang
kesehatan, Pasal 552 menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan
kesehatan harus menggunakan. rekam.medis elektronik dan mempunyai
standar interoperabilitas. dengan sistem informasi kesehatan nasional. Pada
Pasal 780 juga disebutkan bahwa fasilitas kesehatan  dalam
menyelenggarakan |/ 'vekam._ medis | wajib untuk mencatat . dan
mendokumentasikan seluruh tindakan yang dilakukan secara lengkap dan
jelas. Pengisian rekam medis elektronik dimulai dari pasien masuk sampai
pasien pulang, dirujuk atau meninggal ‘'dunia. Jadi landasan hukum yang
mewajibkan tenaga medis-untuk membuat rekam medis yang lengkap sudah
sangat jelas.
Keberadaan /~Care memiliki dampak terhadap peningkatan mutu
pelayanan kesehatan, antara-lain:
1) Efisiensi dan, efektivitas-pelayanan: mengurangi duplikasi pemeriksaan
dan tindakan medis yang tidak perlu.
2) Keselamatan pasien: dokter dapat mengetahui riwayat pengobatan, alergi,
serta kondisi-medis pasien secara cepat.
3) Kontinuitas pelayanan: riwayat medis yang terdokumentasi dengan baik
mendukung kesinambungan perawatan antar-fasilitas kesehatan.
4) Akuntabilitas pelayanan: rekam medis elektronik yang terintegrasi
memungkinkan dokter untuk mengakses riwayat pelayanan pasien peserta
JKN secara komprehensif, sehingga proses pengambilan keputusan medis

menjadi lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
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World Health Organization pada tahun 2018 mengeluarkan dokumen
berjudul Delivering quality health services: a global imperative for universal
health coverage yang menjelaskan penerapan prinsip-prinsip mutu tersebut
sejalan dengan konsep pelayanan yang aman, efektif, berfokus pada pasien, tepat

waktu, efisien, dan adil &.

c. Monitoring ~dan “evaluasi: BPJS Kesehatan .melakukan monitoring
penggunaan /-Care setiap bulan, dan memberikan umpan balik kepada
fasilitas pelayanan kesehatan primer pada pertemuan monitoring dan evaluasi
berkala. Target yang diharapkan oleh BPJS Kesehatan adalah 80% atau lebih
dari kunjungan pasien setiap bulan dibuka fitur./-Care nya. Namun karena
target ini masih berupa himbauan sehingga pemanfaatan oleh faskes baik
primer maupun lanjutan belum optimal. Kalau dilihat pada data pemanfaatan
I-Care pada tahun 2024 masih banyak yang belum memanfaatkan /-Care,
beberapa yang sudah memanfaatkan cakupannyajuga belum sampai 80% dari
total kunjungan pasien BPJS. BPJS Kesehatan dalam pertemuan monitoring
dan evaluasi akan terus mengingatkan apabila target pemanfaatan /-Care oleh

fasilitas kesehatan belum terpenubhi.

3. Faktor faktor yang mempengaruhi-pelaksanaan hak akses dokter klinik
Sandjojo pada I-Care
Pelaksanaan “hak akses dokter terhadap aplikasi [<Care pada
dasarnya ‘ditujukan ‘untuk memperkuat: sistem- pelayanan Kesehatan yang
bermutu, akuntabel, dan terintegrasi. Dokter di fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama (FKTP), termasuk Klinik Pratama Sandjojo Sehat, diberikan
akses untuk membuka, membaca, dan memanfaatkan data riwayat medis pasien
peserta JKN melalui aplikasi tersebut. Dengan demikian, dokter dapat

memberikan pelayanan yang lebih tepat, mengurangi risiko duplikasi

83 World Health Organization, 2018, Delivering quality health services: a global imperative for
universal health coverage, hal 31

74



pemeriksaan, serta meningkatkan kesinambungan informasi antar fasilitas
kesehatan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak akses
dokter di Klinik Pratama Sandjojo Sehat masih menghadapi berbagai tantangan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi' implementasi hak akses tersebut meliputi
faktor yuridis, faktor sosial dan faktor teknis.

a. Faktor yuridis:

Implementasi /-Care dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
tidak-dapat dilepaskan dari keberadaan faktor yuridis, yaitw.seluruh regulasi,
kebijakan, dan landasan-hukum yang mengatur penggunaan, kewajiban, serta
batasan pemanfaatan rekam medis elektronik. Faktor yuridis berperan sebagai
kerangka normatif yang menentukan batas-batas tindakan-tenaga kesehatan,
termasuk dokter, dalam mengakses dan mengelola informasi kesehatan
pasien melalui /-Care. Tanpa kepastian hukum, penggunaan /-Care akan
berjalan tidak efektif, dan berpotensi melanggar aspek kerahasiaan data
kesehatan.

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 274
secara tegas mengatur kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga
medis untuk - melakukan pencatatan rekam medis’ yang. berisi hasil
pemetiksaan, asuhan dan-tindakan-yang-sudah dilakukan, termasuk dalam
bentuk rekam® medis -elektronik.-—Ketentuan® ini . menegaskan <bahwa
pemanfaatan I-Care bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan kewajiban
legal dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan
pelayanan kesehatan. Ketika dokter tidak mengisi rekam medis secara
lengkapdi fasilitas rujukan, maka dokter di fasilitas primer tidak memperoleh
informasi klinis tambahan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan
yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan yuridis
secara langsung mempengaruhi kualitas data yang disajikan dalam /-Care.

Undang—Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi (PDP) memberikan batasan dan kewajiban penting dalam

pengelolaan data kesehatan. Informasi kesehatan merupakan data pribadi
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bersifat spesifik yang memiliki tingkat perlindungan paling tinggi. Dokter
yang mengakses /-Care harus mematuhi asas-asas pemrosesan data pribadi
seperti tujuan yang sah, pembatasan akses, akurasi data, keamanan data, serta
prinsip minimisasi. Dari sisi implementasi, kepatuhan terhadap UU PDP
memastikan bahwa akses dokter ke I-Care dilakukan secara akuntabel, sesuai
kebutuhan pelayanan, dan tidak digunakan di luar kepentingan medis. Faktor
yuridis ini_memberikan jaminan hukum bahwa penggunaan /-Care tetap
berada dalam koridor etika dan perlindungan privasi pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24- Tahun 2022 tentang Rekam
Medis, pasal 3 mensyaratkan semua fasilitas kesehatan menggunakan rekam
medis elektronik, dan pasal 16 mengatur setiap. pemberi pelayanan harus
mendokumentasikan seécara lengkap dalam rekam medis:“Regulasi tersebut
menegaskan bahwa setiap dokter bertanggung jawab mengisi rekam medis
secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Ketika aturan ini tidak dipenuhi,
seperti yang nampak dalam penelitian ini dimana ditemukan bahwa sebagian
besar dokter spesialis di fasilitas kesehatan rujukan tidak mengisi secara
lengkap rekam medis pasien-yang dirujuk maka data yang masuk ke /-Care
akan tidak komprehensif sehingga menghambat manfaat integratif fitur /-
Care tersebut, baik pada tingkat primer maupun rujukan. Artinya,
ketidakpatuhan terhadap ketentuan-yuridis tersebut berdampak langsung pada
kurangnya mutu pelayanan-yang berbasis data. Apabila setiap dokter umum
di klinik dan setiap dokter spesialis di-tumah sakit rujukan atau fasilitas
kesehatan rujukan mengisi dengan lengkap rekam medis elektronik yang
digunakan oleh masing masing fasilitas kesehatan tersebut maka secara
otomatis fitur /-Care akan menampilkan riwayat pelayanan kesehatan pasien
dimanapun dengan lengkap sehingga kesinambungan pelayanan kesehatan
dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dapat dicapai.

Peraturan BPJS Kesehatan yang mensyaratkan pemanfaatan /-Care
lebih dari 80% dari total kunjungan pasien BPJS perbulan menjadi salah satu
bahan evaluasi BPJS Kesehatan untuk melakukan perpanjangan kerjasama

dengan Fasilitas kesehatan tingkat pertama memperkuat posisi /-Care agar
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dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap fasilitas kesehatan untuk
meningkatkan mutu pelayanan. Di Klinik Pratama Sandjojo Sehat setiap
dokter yang praktek akan dimintakan akses terhadap /-Care dan selalu
diingatkan agar setiap hari memanfaatkan /-Care dalam pelayanan pasien-
pasien.

Dengan demikian, faktor yuridis memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi /-Care. Regulasi yang kuat memberikan kejelasan
peran, batasan, dan kewajiban bagi dokter dalam mengakses serta mengisi
data.pada fitur tersebut. Pada sisi lain, ketidakpatuhan terhadap regulasi
berpotensi menurunkan™ kualitas informasi < kesehatan, = menghambat
kesinambungan pelayanan; setta melemahkan tujuan utama /-Care sebagai
alat integrasi data yang mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh
karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap seluruh instrumen hukum
menjadi syarat utama untuk mewujudkan pemanfaatan /-Care yang efektif,
~Faktor sosial:

1) Ketidaktahuan dokter
Dari 3 dokter umum ‘dan-.3 dokter.gigi yang bekerja di Klinik Pratama
Sandjojo  Sehat ternyata yang sudah punya akses terhadap /-Care hanya
satu dokter umum dan satu dokter gigi. Dua dokter umum dan dua dokter
gigi lainnya tidak tahu teatang./-Care; belum memiliki akses terhadap /-
Care dan tidak tahu manfaat /-Care ini. Sebagian besar dokter di Klinik
Pratama Sandjojo ‘Sehat belum memahami-bahwa [-Care dirancang
sebagai sistem integrasi data_ kesehatan yang memungkinkan akses
informasiklinis pasien dari fasilitas rujukan. Ketidaktahuan ini
menyebabkan dokter: tidak terbiasa membuka /-Care saat memberikan
pelayanan kesehatan, lebth mengandalkan anamnesis langsung tanpa
dukungan data rujukan dan menganggap [-Care sebagai beban
administratif tambahan. Ketidaktahuan terhadap prinsip kesinambungan
pelayanan (continuity of care) membuat dokter tidak menyadari bahwa

akses I-Care merupakan instrumen penting untuk meningkatkan mutu
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2)

3)

pelayanan, mencegah duplikasi pemeriksaan, dan mempercepat
pengambilan keputusan klinis.

Masa kerja 2 dokter umum dan 1 dokter gigi kurang dari satu tahun dan
yang lain antara 1-5 tahun merupakan salah satu faktor penyebab dokter
belum tahu dan belum memanfaatkan fitur /-Care dalam rekam medis
elektronik yang digunakan di’klink Pratama Sandjojo Sehat.

Belum ada pelatihan tentang /-Care untuk dokter di Klinik Pratama
Sandjojo Sehat.

Dokter-dokter cbaru yang mengisi jadwal- praktek div Klinik Pratama
Sandjojo sehat, belum mengenal /-Care sehingga diperlukan sosialisasi
atau pelatihan tentang 4-Care. Pelatihan merupakan faktor kunci dalam
perubahan perilaku dan-adopsi teknologi. Belum adanya pelatithan /-Care
oleh / Klinik Pratama Sandjojo Sehat maupun. BPJS Kesehatan
menyebabkan dokter tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai
untuk: memahami fitur-fitur, aplikasi, membaca riwayat medis dengan
benar, menangani kendala login atau/error sistem, serta memanfaatkan
data untuk pengambilan keputusan.’ Ketiadaan pelatihan juga membuat
proses | pembelajaran berlangsung “secara informal, bergantung pada
pengalaman individu. Hal ini menyebabkan perbedaan tingkat kompetensi
antar dokter schingga-implementasi /-Care tidak <seragam. Tenaga
kesehatan yang tidak--terlatih--cenderung - menghindari penggunaan
teknologidan memilih.metode konvensional.

Ketiadaan SOP yang mengikat.

Klinik Pratama Sandjojo Sehat belum memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang mewajibkan dokter menggunakan /-Care saat
melayani pasien. Ketiadaan aturan internal ini membuat penggunaan
aplikasi dan fiturnya bersifat opsional dan tidak optimal penggunaannya.
Ketiadaan SOP menyebabkan: tidak adanya alur yang baku tentang kapan,
oleh siapa, dan bagaimana /-Care harus diakses; pemanfaatan /-Care
bergantung pada kesadaran masing-masing dokter, bukan pada kebijakan

organisasi; dan tidak ada mekanisme evaluasi maupun pengawasan
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penggunaan /-Care. Tanpa SOP, penggunaan I-Care tidak menjadi budaya
kerja atau standar pelayanan, melainkan sekadar pilihan individual. Hal ini
berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan /-Care dalam proses
pelayanan pasien BPJS.

4) Informasi di dalam /-Care yang berasal dari Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjut seperti Rumah Sakit sebagian besar tidak terisi karena
dokter di-Rumah Sakit tidak mengisi rekam-medis elektronik secara
lengkap sehingga dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tidak
banyak mendapat tambahan informasi medis, seperti contoh pada gambar
7 di atas. Akibatnya, dokter.di Klinik Sandjojo Sehat merasa bahwa
membuka /-Care tidak memberikan manfaat signifikan, sehingga motivasi
untuk mengaksesnya menjadi rendah: Ketika pengalaman penggunaan
tidak- menghasilkan informasi yang berguna, maka akan tetbentuk persepsi
bahwa /-Care adalah fitur yang tidak efektif. Faktor persepsi ini sangat
memengaruhipenerimaan terhadap teknologi.

5) Ada potensi kebocoran data pasien jika username dan password dokter
pemberi  pelayanan diketahui oleh-petugas lain. Di beberapa fasilitas
kesehatan, termasuk di Klinik ‘Sandjojo Sehat, terdapat praktek berbagi
username dan password Karena: tenaga dokter yang sering berganti-ganti,
keterbatasan akun dan-ketidaktahuan—tentang risiko keamanan data.
Praktik  berbagi akun--menghilangkan rasa<tanggung jawab individu

terhadap akses data pasien.

c. Faktor teknis
1) Ketersediaan Infrastruktur. Klinik Pratama Sandjojo Sehat telah memiliki
perangkat keras seperti komputer yang tersedia di ruang dokter umum,
dokter gigi, bagian farmasi dan pendaftaran serta jaringan internet yang
memungkinkan penggunaan /-Care.
2) Keterbatasan jaringan. Jaringan internet di Klinik pratama Sandjojo Sehat

mengandalkan wifi kampus SCU, sehingga apabila ada masalah dengan
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3)

4)

5)

6)

koneksi wifi SCU pelayanan klinik yang menggunakan rekam medis
elektronik terganggu, karena tidak tersedia cadangan koneksi internet lain.
Potensi Manfaat bagi Pelayanan. Jika dimanfaatkan dengan baik, /-Care
dapat membantu dokter dalam memperoleh informasi riwayat medis
pasien secara cepat, sehingga berpotensi meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan di klinik. Dua dokter di Klinik Pratama Sandjojo sehat yang
mempunyai akses /-Care dan sudah menggunakan /-Care menyatakan
bahwa J-Care sangat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam
memberikan pelayanan kepada pasien, sangat mempercepat pelayanan
pasien dan cukup membantu dalam pengambilan keputusan pasien karena
banyak- data4-Care dariRumah sakit yang tidak terisi lengkap

I-Care hanya bisa dilihat pada pasien yang berobat pada hari berobat, dan
setelah rekam medis elektronik ditutup maka tidak bisa dibuka pada hari
berikutnya meskipun oleh dokter yang sama, hal ini menunjukkan bahwa
I-Care dibuat untuk mendukung pelayanan-kesehatan pada pasien 'dan
tidak mudah dibuka selain untuk kepentingan pasien hal ini sesuai dengan
amanat, Undang—Undang - Nomor.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi (UU PDP). Jadi dokter di Klinik Pratama Sandjojo Sehat
hanya dapat. membuka /-Care pada saat pasien tersebut berobat dan
pembukaan rekam medis. tersebut hanya untuk keperluan pengobatan
pasien:

Setiap ganti dokter harus minta ulang#sername dan password yang baru
ke BPJS Kesehatan, sementara_itu proses untuk mendapatkan username
dan password baru sering memakan waktu yang lama sampai 2 minggu,
sehingga mengganggu pelayanan. Apabila ada dokter baru di Klinik
Pratama Sandjojjo Sehat yang belum memiliki akses terhadap /-Care maka
dokter tersebut akan menggunakan username dan password dari dokter
yang sudah memiliki username dan password. Agar dapat mengakses /-
Care.

Petugas IT dari I-Care BPJS Kesehatan lambat merespon bila ada masalah

yang timbul dengan tidak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan
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ke BPJS. Apabila hal ini terjadi maka dokter di Klinik Pratama Sandjojo
sehat tidak dapat mengakses /-Care, dan bila menyangkut informasi
pelayanan pasien di faskes rujukan seperti Rumah Sakit maka dokter harus

menanyakan ulang kepada pasien, padahal pasien tidak selalu mengetahui

hasil pemeriksaan laboratorium atau pengobatan yang sudah dberikan oleh

Rumah Sakit.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pengaturan Hak Akses Dokter terhadap I-Care Program Jaminan
Kesehatan Nasional
Faktor yuridis berperan sebagai kerangka normatif yang mengatur
hak akses dokter terhadap /-Care adalah: UU No. 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan, UU nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
(UU PDP), Undang-Undang Nomor 11.Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (U ITE). Bentuk pengaturan hak akses dokter
terhadap /-Care dalamPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022
tentang Rekam Medis/dan Perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan
mensyaratkan beberapa indikator kepatuhan dan " komitmen wuntuk
pemanfaatan /-Care minimal 80% dari total Kunjungan pasien BPJS.
Apabila setiap dokter umum di klinik dan setiap dokter spesialis di
rumah sakit rujukan atau.fasilitas kesehatan rujukan melaksanakan dengan
baik semua aturan tentang pengisian rekam medis elektronik maka secara
otomatis fitur /-Care akan menampilkan riwayat pelayanan kesehatan
pasien dimanapun mereka. mendapatkan pelayanan kesehatan dengan
lengkap~ sehingga kesinambungan—pelayanan kesehatan dan Kkualitas

pelayanan kesehatan yang bermutu dapat dicapai.

2. Pelaksanaan Hak Akses Dokter di Klinik Pratama Sandjojo Sehat
terhadap I-Care Program Jaminan Kesehatan Nasional

Prosedur akses dokter terhadap /-Care melalui beberapa tahapan

seperti dokter tersebut sudah terdaftar untuk melakukan pelayanan medis di

Klinik Pratama Sandjojo Sehat pada waktu yang sudah ditentukan, dokter

sudah mendapatkan username dan password dari BPJS Kesehatan, dokter

mendapatkan persetujuan pasien untuk melihat data kesehatan pasien

bersangkutan dan bertanggungjawab atas informasi yang didapatkan.
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Hasil monitoring pemanfaatan /-Care di faskes primer masih belum
mencapai target 80% yang diharapkan. Kepatuhan terhadap kelengkapan
pengisian rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan rujukan perlu
mendapat perhatian, agar faskes primer mendapat manfaat dari /-Care.

3. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak akses dokter di
Klinik Pratama Sandjojo Sehat terhadap I-Care

Meskipunada landasan yuridis yang menjadi dasar pemanfaatan /-
Care terdapat beberapa faktor sosial yang mempengaruhi diantaranya
dokter tidak mengetahui adanya I-Care, belum ada pelatihan atau sosialisasi
tentang /-Care, ketiadaan SOP pengisian rekam medis elektronik termasuk
I-Care dan informasi /-Care dari faskes rujukantidak lengkap; faktor teknis,
Klinik Pratama Sandjojo Sehat memiliki perangkat keras dan jaringan
internet untuk mengakses I-Care, apabila jaringan wifi kampus SCU.BSB
terganggu maka akses internet klinik juga terganggu dan tidak ada cadangan
jaringan internet lain, apabila ada pergantian dokter maka harus dimintakan

username dan password baru, petugas I'T BPJS sering lambat merespon

B. Saran

1. BPJS

Agar implementasi-hak aksesdokter terhadap /-Care dapat berjalan
sesuai tujuan, kebijakan_dan mendukung peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, maka'diajukan beberapa rekomendasi:
a. Melakukan sosialisasi berkala mengenaimanfaat dan fungsi /-Care.
b. Menyediakan pelatihan teknis berkala bagi dokter dan tenaga medis di

fasilitas pelayanan kesehatan primer.

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pemanfaatan /-

Care di fasilitas kesehatan baik primer maupun rujukan.
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2. Klinik Pratama Sandjojo Sehat

a.

Pelatihan tentang /-Care untuk setiap dokter yang bekerja di Klinik
Pratama Sandjojo Sehat.

Memasukkan penggunaan [/-Care ke dalam Standar Operasional
Prosedur (SOP) pelayanan medis.

Menyediakan fasilitas komputer, dan jaringan internet yang memadai
termasuk cadangan bila wifi kampus ada gangguan sehingga tidak
menyebabkan gangguan pelayanan.

Mengadakan pendampingan internal bagi tenaga medis agar terbiasa

menggunakan aplikasi dan fiturnya.dalam praktek sehari-hari.

3. Dokter di Klinik Pratama Sandjojo Sehat

a.

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya data rekam
medis terintegrasi.

Memanfaatkan hak akses terhadap /-Care sebagai bagian dari tanggung
jawab /profesional dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang
bermutu.

Mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis yang

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan maupun pihak klinik.
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